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BUPATI  BARITO  KUALA
PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR  188.45 / 323 / KUM / 2016

Tentang

PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA  TAHUN 2017

BUPATI BARITO KUALA,


	Menimbang

















Mengingat

	:

















:
	a. bahwa memperhatikan hasil rapat antara Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Polres Barito Kuala, KODIM 1005 Marabahan dan Kejaksaan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 bertempat di Ruang Kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala, disepakati perlu Penetapan Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17) :






11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pada Jembatan Rumpiang dan Kawasan Sekitarnya (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 69).
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Menetapkan Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala  Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

A. Lokasi kampanye dengan menggunakan metode Rapat Umum:
1. Lapangan 5 Desember Marabahan
2. Lapangan Karya Kita Pal 6 Kecamatan Tamban
3. Kawasan Jembatan Barito
B.   Lokasi kampanye dengan menggunakan metode Pertemuan Terbatas :
	1.
	Kecamatan Marabahan
	:
	Gedung Ijejela;

	2.
	Kecamatan Tabukan
	:
	Gedung Serba Guna;

	3.
	Kecamatan Kuripan 
	:
	Gedung Serba Guna;

	4.
	Kecamatan Jejangkit
	:
	Gedung Serba Guna;

	5.
	Kecamatan Mandastana
	:
	Gedung Serba Guna Bulu Tangkis;

	6.
	Kecamatan Rantau Badauh
	:
	Gedung Bulu Tangkis Gampa Asahi;

	7.
	Kecamatan Anjir Muara
	:
	Gedung Serba Guna;

	8.
	Kecamatan Cerbon
	:
	Gedung Olah Raga Bulu Tangkis;

	9.
	Kecamatan Barambai
	:
	Gedung Serba Guna;

	10.
	Kecamatan Belawang
	:
	Gedung Serba Guna;

	11.
	Kecamatan Tabunganen
	:
	Gedung Serba Guna Beringin Kencana;

	12.
	Kecamatan Alalak
	:
	Gedung Serba Guna Berangas Barat;

	13.
	Kecamatan Mekarsari
	:
	Gedung Serba Guna;

	14.
	Kecamatan Bakumpai
	:
	Gedung Kesenian.



C. Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:
1. Sekitar Simpang Empat Anjir Serapat Handil Bakti Kecamatan Alalak;
2. Sekitar Simpang Tiga Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh;
3. Sekitar Simpang Empat Jelapat 2 Kecamatan Mekarsari;
4. Jalan Bahaudin Musa Kecamatan Marabahan, 250 M dari Jembatan Rumpiang;
5. Jalan Trans Kalimantan KM 13 Kecamatan Anjir Pasar.


A. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat dengan memperhatikan aspek keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pemasangan Bahan Kampanye berupa stiker dan/atau sejenisnya dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
1. Tempat ibadah termasuk halamannya;
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
4. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah);
5. Jalan-jalan protokol;
6. Sarana atau prasarana publik;
7. Taman dan pepohonan.

Alat peraga kampanye dan bahan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Lokasi kampanye lainnya seperti dengan menggunakan metode Pertemuan Tatap Muka dan Dialog ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal  4  Oktober 2016

BUPATI BARITO KUALA,
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H. HASANUDDIN MURAD
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11

13.

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/329/KUM/2012 tentang Pengguna

* Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran
2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMarabahan
Pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI BARITO KUALA,
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H. HASANUDDIN MURAD




